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a.
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[

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 4 avat (2)
dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 (entang
Rencana Umum Penanaman Modal, perlu diatur tentang
Rencana Umum Penanaman Modal di Kota Melro;

bahwa berdasarkan pertim bangm1 sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraluran Walikota tentang Rencana
Umum Penanaman Modal Kota Metro;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Lampung Timur, Dan Kotamadya Daerah Tingkat II
Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Notmor
46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor
3825});

Undang-Undang Nomeor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4724];

Undang-Undang Nomor 23 Tshun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 teniang Rencana
Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 42);

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum
Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman
Modal Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 93);



6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 46 Tahun 2015 tentang

Kencana Umum Penanarnan Modal Provinsi Lampung Tahun
2015-2025;

7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD| Tahun
20035-2025 (Lembaran Daerah Kota Mctra Tahun 2016 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomaor 14);

v

Peraturan Dacrah Kota Mctro Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro
Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016
Normor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menelapkan | PERATURAN  WALIKOTA  TENTANG  RENCANA UMUM

PENANAMAN MODAL KOTA METRO

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini vang dimaksud dengan

L.
2.

(2)

Daerah adalah Kota Metro,

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat dacrah sebhagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Walikota adalah Walikota Metro.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnva disingkat SKPD adalah
Perangkal Daerah Kota Metro.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya
disingkat Dinas PMPTSP adalah Dinas Penanaman Madal dan PTSP Kota Metro.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Samu Pintu yang
selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.

Penunaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam meodal, batk oleh
penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk

melakukan usaha di wilavah Negara Republik Indonesia,

Rencana Umum Penanaman Medal Kota yvang selanjutnya disebut RUPMK Metro
merupakan dokumen perencanaan penanarnan modal yang bersifat jangka
panjang dan berlaku sampai dengan Tahun 2025.

BAB II
FUNGSI DAN SISTEMATIEA RUPM

Pasal 2

RUPM Kota Metro merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka
panjang herlaku sampai dengan tahun 2025,

RUPM Kota Metro menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkal Daerah dalam
menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal.



(3}

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

RUPM Kota Metro berfungsi untuk mensinergikan operasionalisasi seluruh
kepentingan sektoral agar tidak tumpang tindih dalam penctapan prioritas.

Pasal 3

RUPM Kota Metro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan
mengikuti sistematika sebagai berikut :

a. Pendahuluan;

b. Asas dan Tujuan;

c. Visi dan Misi;

d. Arah Kebijakan Penanaman Modal vang terdiri dari:

1} Perbaikan Iklim Penanaman Modal;

2) Persebaran Penanaman Modal;

i) Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Encrgi, Kebudayaan dan
Pariwisata, Pendidikan, dan Ekonomi Kreatif:

4) Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment};

5) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);

6) Pemnberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Maodal:
dan

7} Pemasaran Penanaman Modal.

&. Peta Panduan [Roadmap) Implementasi Rencana Umum Penanamarn Modal
Kota Metro yang terdiri dari :

1) Fase I (2016 — 2017) : Penanaman madal yang relatif mudah dan cepat
menghasilkan (quick yielding) dan percepatan realisasi penanaman modal
untuk proyek-proyek strategis (padat karya) dan ramah linglkungan;

2) Fase II (2018 - 2022) : Percepatan pembangunan infrastruktur, dan
Fasilitas Pendukung penanaman modal;

3) Faselll (2023 - 2025) : Pengembangan industri pengolahan berdaya saing,
dan Berbasis Pengetahuan (Knowledge-based Industri).

f. Pelaksanaan.

RUPM Kota Mectro sebagaimana dimaksud pada ayat (1] tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini,

BAB III
PELAKSANAAN RUPM

Pasal 4

Dinas PMPTSP Kota Metro mengidentifikasi dan menyusun prospektus potensi
penanaman modal di Daerah dan memasarksn potensi penanaman modal secara
clekUl dan lepal sasaran, sesudl dengan RUPM Kota Metro scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 2.

Dinas PMPTSP Kota Metro mengupayakan realisasi penanaman modal dibantu
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengkoordinasikan lintas sektor
dalam realisasi pelaksanaan penanaman modal.

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanaman modal, Pemerintah Dacrah
memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal yang ditctapkan scsuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.



(2) Pemberian insentif dan kemudahan scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
berdasarkan pada arah kebijakan pemberian insentil dan  kemudahan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 6.

(3} Kebijakan pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal dievaluasi
secara berkala oleh Dinas PMPTSP Kota Metro dengan melibatkan SKPD terkait.

Pasal 6

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilaksanakan paling
sedikit 1 {satu) kali setiap 2 {dua) tahun.

(2} Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Dinas
PM-PTSP Kola Metro kepada Walikota untuk dibahas dengan SKPD terkait dan
ditindaklanjuti sesuai hasil pembahasan.

Pasal 7
Peraturan Walikota imi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota
ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 28 decenbtro 16

WALIKOTA METRO,

Diundangkan di Metro
pada tanggal 28 dectaiptr 2016 —

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2016 HDMDR...?.’%.......



Lampiran [ : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 2% Tahun 2016
Tanggal : 23 degember 2016

PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH

A. Pendahuluan

Penanaman modal merupakan salah satu urisan pemerintahen
wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatar
dalam Pasal 12 ayat {2) huruf 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan bidang
penanaman modal tersebar dalam beberapa urusan pemerintahan,
terutama herkaitan dengan perizinan. Orientasi penanaman modal
berkaitan erat dengan kemudahan perizinan. Sub urusan pemerintahan
bidang penanaman modal scbagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri atas :

Pengembangan Iklim Penanaman Modal;

Kerja Sama Penanaman Modal;

Promosi Pecnanaman Madal;

Pelayanan Penanaman Modal;

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
fi. Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

SRl S

Pada sub urusan pengembangan iklim penanaman modal,
pemerital dacral kabupaten/kola menyelenggarakan dua hal, yaitu:
(a] Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal
vang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/ kota; dan (b)
Pembuatan peta potens: investas: kabupaten / kota.

Pada sub urusan kerja sama penanaman modal, tidak ada yang
secara konkuren diselenggarakan oleh pemerintah provinsi maupun
pemerintah  kabupaten/kota, sub  urusan ini  keseluruhannya
dizelenggarakan oleh pemerintah (pusat). Sub urusan promosi
penanaman modal diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah

provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Sub urusan pclavanan penanaman modal yang diselenggarakan
oleh pemerintah kabupatenkota meliputi pelayanan perizinan dan non
perizinan secara terpadu satu pintu (PTSP) di bidang pcnanaman
modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Sub bidang
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan sub bidang Data dan
Sistem Informasi Penanaman Modal diselenggarakan juga oleh
pemerintah kabupaten /kota.



Rencana  Umum  Penanaman Modal [(RUPM) disusun  scbagai
dokumen perencanaan {het plan) vang digunakan sebagai pedoman
penvelenggaraan penanaman modal. Dokumen ini disusun mulai dari
tingkat nasional (pemerintah pusat), pemerintah provins, dan
pemerintah  kabupaten/kota. RUPM  menjadi  arah  perencanaan
penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang vang termuat
dalam satu dokumen. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 4
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tenlang Penanaman Modal,
vang menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan dasar
penanaman modal.

RUPM merupakan dokumen perencanaan vang bersifat jangka
panjang, berlaku sampal tahun 2025, RUPM berfungsi untuk
mensinergikan dan mengoperasionalisasikan  scluruh  kepentingan
sektoran fterkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan
priontas sektor-sektor yang akan dipromosikan.

Pemerintah telah menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal
Nasional dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2012, di mana pada Pasal 4 ayvat (1) mengamanatkan
Pemerintah Daerah uniuk menyusun Rencana Umum Penanaman
Modal Daerah (RUPMD) yang mcngacu pada RUPM Nasional dan RUPM
Provinsi, serta priorilas pengembangan potensi Dacrah,

Mengacu pada RUPM Nasional, RUPM Kota Metro menetapkan 3
(tiga} scktor prioritas mnasional, yailu pangan dan hasil bumi,
infrastruktur, dan ecnergi, sebagal priontas Daerah. Ketiga scktor
tersebut merupakan isu besar yang menjadi tantangan di masa depan
schingga keliganya harus diperhatikan dalam pengembangan kualilas
dan kuantitas penanaman modal. Selain 3 (tiga) sektor tersebut, RUPM
Kota Metro  menectapkan 3 (tiga) sektor prioritas dasrah, yailu
kebudayaan dan panwisata, pendidikan, dan ekonomi kreatif yang
merupakan sektor unggulan di Kota Metro.

Dalam RUPM Kota Metro juga ditctapkan bahwa arah kebijakan
pengembangan  penanaman modal  harus menuju  program
pengembangan ckomomi hijau (green economyd). Target pertumbuhan
ckonomi harus scjalan dengan isu pencegahan pemanasan global dan
tujuan-tiujuan pembangunman hngkungan hidup.

Sesuar amanat [Indang-undang Nomor 25 Tahun 2007, salah satu
kebijakan dasar penanaman modal dalam RUPM diarahkan pada
pemberdavaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKME).
Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan melalui 2 [dua)
stratcgi yaitu strategi naik kelas dan strategi aliansi strategis. Sclain
itu, perlu juga direncanakan tentang pemberian fasilitas, kemudahan,
dan/atau insentif penanaman modal yang slralegis sesual dengan
tujuan Pemerintah Daerah. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau
insentif sejalan dengan arah kebijakan penciptaan iklim penanaman
modal yang kondusif dan promosi penanaman modal yang
dilaksanakan secara ferfokus, terarah, dan efektif. Persncanaan ini
diperlukan untuk meningkatkan dan memperbaiki iklim penanaman
modal di Kota Metro.



Bentuk upaya peningkatan tersebut dapat dilakukan dengan adanya
kebijakan dasar investasi/penanaman modal sebagai rencana umum
penanaman modal kota Metro yang dipergunakan untuk memberikan
gambaran dan arahan kebijakan, strategi, dan program pelaksanaan
penyelenggaraan kegiatan penanaman modal di daerah. Hal ini
dilakukan untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif di
Kota Metro scbagal bagian upaya memperkokoh struktur perekonomian
nasional,

Inveslasi/penanaman modal terbagi atas investasi dengan fasilitas
dan investasi non-fasilitas. Investasi dengan fasilitas adalah investasi
yang proses perizinannya melalul Badan Kordinasi Penanaman Modal
(BKPM), sedangkan investasi non [lasililas adalah investasi yang proses
perizinannya melalui Pemerintah Kabupaten/Kota, Investasi dengan
tasilitas yang dilakukan melalui BKPM diatur dalam Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pennnaman Modal khususnya pada Bab
X Pasal 18-24, baik untuk investasi dalam negeri (PMDN) maupun luar
negeri (PMA].

Berdasarkan dala Kzntor Penanaman Modal dan Perizinan Satu
Pintu Kota Metro tahun 2015, terdapat 137 Perusahaan PMDN dengan
total mnilai investasi untuk PMA  sebesar Rp.86.924.317,- atau
mengalami penurunan sebesar 0,67 % dari total investlasi vang masuk
pada tahun 2014 BResarnya investasi tersebut diharapkan dapat
memberikan kontribusi positif bagi kelangsungan pembangunan dan
pertumbuhan perekonomian Kota Mcetro.

Dalamn rangka mengimplementasikan seluruh  arah  kebijakan
penanaman modal tersebut di atas, dalam RUPM Kota Metro juga
ditetapkan peta panduuan (roadmap) implementasi yang dapat menjadi
arahan dalam menata prioritas implementasi kebijakan penanaman
modal sesuail dengan patensi dan kondisi kemajuan ekonomi Indonesia.
Peta panduan tersebut perlu ditindaklanjuti cleh SKPD terkait secara
konsisten dengan komitmen yvang tinggi.

B. Asas dan Tujuan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal, Pemerintah Kota Metro berkomitmen untuk
mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di Daerah
berdasar  asas kepaslan hukum,  kelerbukaan, akuntabilitas,
perlakuan vang sama dan tidak membedakan asal nepara,
kebersamaan, efisicnsi  berkeadilan, berkelanjutan, bervwawasan
lingkungan, kemandirian, serta kescimbangan Kemajuan dan Kesatuan
ekonomi daerah. Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar
dalam mewujudkan tujuan penanaman modal, yailu :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
Menciptakan lapangan kerja;

Meningkatkan pembangunan ckonomi berkelanjutan;
Meningkaikan kemampuan daya saing usaha daerah;

Meningkatkan kapasitas dan kemampuan leknologi daerah;

o on s P

Mendorong pengembangan ekonomi Kerakyatan,



7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ckonomi riil
dengan menggunakan dana yvang berasal dari daersh, luar
daerah, maupun luar negeri; dan

8. Meningkatkan kesejahteraan masvarakat.

sedanglkan fijuan kegiatan Penyusunan RUPM Kota Metro adalah -

1. Mengidentifikasi potensi investasi/penanaman modal vang dapat
dikembangkan dalam rangka penyelenggaraan penanaman
modal berdasarkan kondisi sumberdaya alam, sasial, ekonomi
dan budaya Daerah.

2. Mengidentifikasi faktor internal maupun eksternal yang
mempengaruhi penyelenggaraan penanaman meodal baik yang
bersifat positif maupun yang bersifat negatif,

3. Melakukan analisa dan kajian terhadap faktor-faktor yang
mempengaruhi penyelenggaraan penanaman modal.

4. Merumuskan Kkebijakan, strategi dan penyusunan program
kegiatan dalam rangka meningkatkan iklim penanaman modal
ses11al dengan asas penanaman modal.

C. Visi dan Misi

Mengacu Peraturan Daerah Kota Metro Nemor 14 Tahun 2016
lentang Kencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota
Metro Tahun 2005 — 2025, maka visi Visi Kota Metro Tahun 2005-2025
adalah : “Metro Kota Pendidikan yang Maju dan Sejahtera Tahun 2025
Visi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 6 (enam) misi, yaitu :

1] Mevwujudkan masyarakal yang berpendidikan, berbudaya, berakhlak
mulia, bermoral, beretika, dan ukhuwah keberagamaan dalam
kehidupan.

2) Mewwjudkan derajat keschatan dan  kesejahteraan  sosial
masyarakat vang memadad.

3) Mewujudkan perekonomian berbasis ekonomi kerakyatan dan
potensi dacrah.

4) Mewujudkan ruang kota yang berwawasan lingkungan.
5) Mewujudkan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai.

6) Mewujudkan tata Lkelola  pemerintahan  yang  bak  {Good
Goverrmance).

Visi misi RUPM Kota Metro yang sejalan dengan RRIPD Kota Metro
Tahun 2005 - 20235 lelah memasuki RPIJM Daerali 11T (Ketiga) Tahun
2015-2020. Berdasarkan Visi Misi tersebut, maka bidang penanaman
modal dikategorikan ke dalam Misi-3, yaitu “Mewujudkan
peickonomian berbasis ckonomi kerakyatan dan potensi dacrah®

D. Arah Kebijakan Penanaman Modal

Berdasarkan Misi-3 diatas, maka terkait dengan arah kebijakan
berupa peningkatan perfumbuohan  ekonom diarahkan pada
peningkatan iklim yang kondusif bagi investasi, penyediaan lapangan
kkeria, penguatan lembagsn kenangan dan perkoperasian serta kebijakan
ekonomi yang mendukung kreatifitas dan inovasi warga.



Berdasarkan vist dan misi, dirumuskan arah kebijakan penanaman
madal, yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama, yaitu :

1
2.5
3

6

Perbaikan [klim Penanaman Modal;
Persebaran Penanaman Modal:

Fokus Pengembangan Pangan dan Hasil Bumi, Infrastruktur,

Energi, Kebudayaan dan Pariwisats, Pendidikan dan Ekonomi
Kreatif;

Pcnanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green
nvestment|;

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi
(UMKMEK);

Pembernan  Fasilitas, Kemudahan, dan Insentif Penanaman
Maodal;

Pemasaran Penanaman Modal.

Ketujuh arah kebijakan penanaman modal Kota Metro dijabarkan
sebagal berikut -

i

Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Arahh  kebljakan perbaikan iklilm penanaman modal adalah
sebagal berikut :

a. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah

Untuk mencapal penguatan kelembagaan penanaman modal,
maka kelembagaan peounsmnan modal di Daerah, SKPD
teknis/sckior terkait, periu memiliki visi yang sama mengcnai
pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman
modal, pelimpahan dan pendelegasian kewenangan di bidang
penanaman maodal, dan koordinasi efektif di antara lembaga-
lembaga lersebul.

Penguatan kelembagaan penanaman modal di Daerah
dilaltukan sekurang-kurangnya dengan :

l) Pengembangan sistem Pelavanan Terpadu Salu Pintu
(PTSP) di bidang penanaman modal yang lcbih clisien,
efektif, dan askomodatif terhadap penanaman madal.

2) Penyelenpgaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh
lembaga/instansi yvang berwenang di bidang penanaman
modal dengan mendapat pendclegasian atau pelimpahan
wewenang dari lembaga/instansi vang memiliki
kewenangan perizinan dan non perizinan di Dacrah.

3) Peningkatan koordinasi antarlembaga/instansi di Daerah
dalam rangka pelayanan pcnanaman modal. Hal ini akan
memberikan kepastian dan kenyamanan berusaha kepada
para penanam modal.

4) Peningkatan peran lembaga penanaman modal Daerah
untuk sccara lebih proaktifl menjadi inislator penanaman
modal serta berorientasi pada pemecahan masalah dan
fasilitasi vang baik kepada para penanam modal yang akan
maupun yang sudah menjalankan usahanya di Dacrah.



b. Pengaturan Bidang Usaha yang Tertutup dan yang Terbuka

C.

d.

dengan Persyaratan

Pengaturan bidang usaha vang tertutup dan yang terbuka
dengan persyaratan diatur dengan cara:

1) Pengaturan bidang usaha vang (erlutup untuk penanaman
maodal berdasarkan kriteria keschatan, moral, kebudayaan,
lingkungan hidup, kcamanan, serta kepcntingan sirategis
lainnva.

2] Pengaluran  bidang wusaha yang terbuka dengan
persyaratan ditctapkan dengan  kriteria-kriteria  yang
dianggap stralegis, seperti perlindunean sumber daya
alam, perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil,
menengah  dan  koperasi, pengowasan produksi  dan
distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, peningkatan
partisipasi modal daerah, scrta kerjasama dengan badan
usaha yang ditunjuk olch Pemerintlah Daerah.

3) Bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan
persyaratan harus jelas dapat diidentilikasi dan tidak
menimbulkan mulli tafsir.

4) Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan
terbuka mengacu dan liduk bertentangan dengan
peraturan yang ditetapkan secara nasional.

Persaingan UUsaha

Mengingat persaingan usaha merupakan faktor penting dalam
iklim penanaman modal, maka:

1) Perlu menetapkan pengaturan persaingan usaha yang
sehat (level of pluying field), sehingga menjamin adanya
kepastian kesempatan berusaha yang sama di masing-
masing level pelaku usaha. Dengan demikian, dunia usaha
dapat tumbuh dan berkembang secara sehaul, serta dapat
menghindari  pemusatan  kckuatan  ekonomi  pada
perorangan atau kelompok tertentu.

2) Perlu meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap
kegiatan kegiatan yang bersifat anti-persaingan seperti
penetapan  syarat  perdagangan yang merugikan,
pembagian wilayah dagang, dan strategi penctapan harga
vang mematikan pesaing,

Hubungan Industrial

Hubungan indusirial yang schat dalam penanaman modal
dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya
manusia di Dacrah. Oleh karena itu diperlukan:

1) Penctapan kebjjakan yang mendorong perusahaan untuk
memberikan program  pelatiban dan peningkatan
ketrampilan dan keahlian bagi para pekerja.

2) Aturan hukuim  yang  mendorong tf:r]aksanan]{a
perundingan kolektil yang harmonis antara buruh/ pekerja
dan pengusaha yang dilandasi prinsip itikad baik [code of
good faith).
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€.

Sistem Perpajakan dan Kepabeanan

Aral kebijakan sistemn perpajakan dan kepabeanan ke depan
adadah pembuatan  sistemm  administrasi  perpajakan  dan
kepabcanan vang sederhana, efektfl, dan efisien. Untuk itu
diperlukan identifikasi yvang tepat mengenai jenis dan tata
cara pemiungutan pajak dan bea masuk yvang akan diberikan
schagai insentil bagi penanaman modal. Pilihan atas insentif
perpajakan dan kepabeanan bagl kegiatan penanaman modal
perlu memperhatikan aspek strategis scktoral, dacrah, jangka
waklu dan juga prioritas pengembangan hidang usaha.

Persebaran Penanaman Modal

Arah kebijakan untuk mendorong perscbaran penanaman modal
adalah sebagai berikut :

i,

d.

Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru di wilayah-wilayah
yang potensial, sesual dengan keunggulan vang dimiliki oleh
wilayah-wilayah tersebut.

. Pemberian  fasilitas, kemudahan, dan/ataun insentifl

penanaman maodal di wilayah-wilayah potensial.
Pengembangan kawasan strategis pariwisala dasrah,
Pemberian  fasilitas, kemudahan, dan/atau  msentif
penanaman modal di kawasan strategis pariwisata dacrah.

Penvusunan prospcktus/poiensi penanaman modal untuk
potcnsi  penanaman modal di o setiap kecamatan dan
memasarkannya secara efektif dan tepat sasaran untuk
mendorong pemerataan penanaman modal di Daerah.

. Fokus Pengembangan Pangan dan Hasil Bumn, Infrastruktiour,

Energi, Kebudayaan dan Pariwisata, Pendidikan, dan Ekonomi
Kreatif

a.

Pangan dan Hasil Bumi

Sasaran penanaman modal bidang pangan dan hasil bum:
adalah untuk mewujudkan kontribusi Daerah dalam
ketahanan  pangan nasional, dengan  menjadi pusat
perbenihan (seed centre) terkemuka di Indonesia dan dengan
meningkatkan teknologi pengolahan komoditas pertanian,
perkebunan, kehutanan, dan perikanan.

Arah kebijakan penanarmean modal di bidang pangan dan hasil
bumi adalah sebaga berikat:

1] Pemberian fasilites dan kcemudahan pada penanaman
modal dalam bidang perranian.

2] Peningkatan industri pengolahan hasil pertanan,
perkebunan, kehutanan, dan perikanan dengan teknologi
Lingel untuk meningkatkan nilai tambah.

3) Pemberian fasilitas dan kemudahan pada penanaman
modal dalam bidang pengolahan hasil pertanian dan
perikanan.



L.

(i3

Infrastruktuar

Sasaran pengembangan infrastruktur adalah pengembangan
infrastruktur di kawasan-kawasan pengembangan pariwisata.

Arah Kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang
infrastrukiur adalah:

1) Pengembangan jalan dan irigasi pertanian

2} Pengemhbhangan infrastrukiur pendukung dan fasihtas
pariwisala di kawasan pengembangan pariwisata

3) Pembernan fasilitas dan kemudahan pada penanaman
modal kawasan  pengembangan  pariwisata, dan
infrastrulkctur jalan.

Encrgi

Sasaran pengembangan cncrgi adalah tersedianya pasokan
energi untuk pengembangan berbagal sektor di Daerah dan
tersedianya encrgl baru dan terbarukan.

Arah kebijjakan pengembangan penanaman modal bidang
energi adalah scbagai berikut :

1) Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan
terbarukan  serta  mendorong — penanaman miodal
infrastrulctur energi untuk memenuhi kebutuhan energi di
Daerah.

2] Pengurangan ecnergi fosil untuk alat transportasi, listrik,
dan industri denpan substitusi menggunakan cnergl baruy
dan terbarukan.

3) Pembcerian  [asilitas, kemudahan, dan/atau insentif
penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan
domestik untuk penanaman modal scktor cnergl yang
menyediakan kebutuban energi di Daerah dan sumber
energi terbarukan.

Kebudayaan dan Pariwisata

Susaran pembangunan kebudayaan dan pariwisata diarahkan
untuk mepndukung sasaran yvang hendak dicapai dalam
kebijakan pengembangan pariwisata kelnarga,

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang

kebudayaan dan pariwisata adalah sebagai berikut:

1) Optimalisasi Daya Tarik Wisata yang tclah ada dengan
memberikan nilai tambah teknologl dalam apresiasi DTW.

2 Pengembangan Dayva Tarlk Wisala bara yang berbasis
kebudayaan.

3) Pemberian fasilitas dan insentif pada penanaman modal
dalam hidang pemberian nilai tambah pada DTW yang
telah ada dan dalam pembangunan DTW bara.



e. Pendidikan

Penanaman modal di bidang pendidikan diarahkan pada
pengembangan fasilitas pendukung pendidikan di Kota Metro
vang berdaya saing di tingkat global.

Arah kchijakan pengembangan pendidikan :

1) Pengembangan industri pendukung untuk peningkatan
daya saing Kota Metro sebagail pusat pendidikan,

2] Pemberian fasilitas dan insentif untuk penanaman rmodal
dalam bidang pengembangan industri pendukung untuk
peningkatan dava saing Kota Metro scbagai pusat
pendidikan.

. Elkonomi Kreatif

Pengembangan ckonomu kreatif diatahkan pada
pengembangan industri kreatil kerajinan, indusiri berbasis
teknologi informasi, dan Industri kreatif kebudayaan dan
pariwisata yang meningkatkan nilai tambah kebudayaan dan
pariwisata

Arah kebijakan pengembangan ekonomi kreatif adalah sebagai
berikut :

1) Pengembangan industri kreatil kerajinan, industri kreatif
berbasis  teknologi  informasi dan  industri  kreatif
kebudayaan dan pariwisata yang meningkatkan nilai
tambah kebudayaan dan pariwisata.

2} Pemberian fasilitas dan insentif pada penanaman modal di
bidang industti kreauf kerajinan, industri kreatil berbasis
tcknologi informasi, dan industri kreatif kebudayaan dan
partwisata vang meningkatkan nilai tambah kebudayasn
dan panwisata.

4. Penanaman Modal vang Berwawasan Lingkungan (Green
Investmert).

Arah kebijakan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan
{Green Investmentf) adalah sebagai berikut :

a. Perluniya  hersinergi dengan kebjakan dan  program
pembangunan lingkungan  hidup, khususnya program
pengurangan cmisi gas rumah kaca pada sektor transportasi,
industri, energi, dan lmbah, serta program pencegahan
kerusakan sumber daya alam.

b. Pengembangan scktor-sektor prioritas dan teknologi yang
ramah lingkungan, serta pcmanlaatan potensi sumber energi
baru dan terbarikan.

e. Pengembangan ckonomi hijau (green economy).

d. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif
penanaman modal kepada penanaman modal yang mendorong
upaya-upaya pelestarian  lingkungan hidup termasuk
pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran dan
perusakan lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon
(carbon trade).



e. Peningkatan penggunaan tcknologi dan proses produks] yang
ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspck hulu
hingga aspek hilir.

f. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan
kemampuan atau daya dukung dan daya tampung
lingkungan.

5. Pemberdayaun Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperas
(UMKMEK)

Sesual dengan Misi RPJMD 2016-2021 yaiiu untuk menguatkan
perekonomian  daerah  yang didukung dengan scmangat
kerakyatan, inovatil dan kreatif, maka Pemerintah Daerah perlu
menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan
UMKMEK dan peningkatan keunggulan kompetitif UMKME.

Arah kebyjakan pemberdayaan UMKM dilaltukan berdasarkan 2
dua) strategi besar, yvaitu :

a, atrategl natk kelas, yaita strategi untuk mendorong usaha
yvang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan
skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi
usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada
akhimya menjadi usaha besar.

b. Strateg aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan bherupa
hubungan {kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku
usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan prinsip
saling menguntungkan sehingga dapat memperkuat
keterkailun di antara pelaku usaha dalam berbagai skala
usaha.

Allansi dibangun agar wirausahawan yang memiiiki usaha
lcbih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama
produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi lersebut
dibangun berdasarkan pertimbagan bisnis dan kerjasama
yang saling menguntungkan.

Pola ahanst scmacam 1ulah vyang akan menciptakan
keterkaitan usaha (lingkage] antara wusaha mikro, kecil,
menengah, koperasi, dan usaha besar.

6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman
Modal

kasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal
merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada

sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk
mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan
kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan
Pemerintah Kota Metro.

Arah Kebijakan dalam Pemberian Fasilitas, Kemudahan,
dan/atau Insentif Penanaman modal adalah sebagal berikut :



4, lmplemenlasi Pola Umum Pemberian Fasilitas, Kemudahan,
dan/atau Insentif, Bentuk/Jenis Fasilitas, Kemudahan,
dan/atau Insentif, Kriteria Penanaman Modal yvang diberikan
Fasilitas, Kemudahan, dan/alau Inscntif Penanaman Modal,
dan Mekanisme Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau
Insenlifl Penanaman Modal, sesual yang diletapkan dalam
Peraturan Daerah tentang Pemberian Fasilitas, Kemudahan,
dan/atau Inseniifl Penanaman Maodal,

b. Peningkatan koordinasi antar lembaga terkait dalam
implementasi Perathuran Naerah tentang Pemberian Fasilitas,
Kemudahan, dan/atau Insentil Penanaman Modal.

7. Pemasaran Pocnanaman Modal

Arah kebijakan pemasaran pcnanaman modal adalah sebagai
berikut :

a. Penguatan citra (image building) melalul pembentukan city
branding Kota Metro sebagai daerah tujuan penanaman modal
yang menarik dengan mengimplementasikan kehijakan yang
mendukung penanaman modal dan menyusun rencana tindak
penciptaan citra positif sebagal ljuan penanaman modal.

b. Pengembangan stratcgl peomasavran vang lebih  lerfokus,
tcrarah (well-targeied), dan inovatif,

c. Pelaksanaan kegialan pemasaran dalam rangka pencapaian
target penanaman modal yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

d. Peningkatan peran koordinasi pemasaran penanaman modal
dengan seluruh SKPD terkait

c. Penguatan peran [asilitasi hasil kegiatan pemasaran sccara
proaktif untuk mengubah minat penanaman modal menjadi
realizasi penanarman modal.

E. Peta Panduan (Roadmap) Implementasi Rencana Umum
Penanaman Modal

Peta panduan implementasi Rencana Umum Penanaman Modal
(RUPM) Kola Melro disusun dalam 3 (tga) fase yang dilakukan
secara paralel dan simultan mulai dari fase jangka panjang dan
saling berkaitan satu dengan lainnya, vaitu sebagai berikut :

1) Fase I (2016 — 2017) : Penanaman modal yang relatif mudah dan
cepat menghasilkan (guick yielding) dan percepatan realisasi
penanaman modal untuk proyek-proyek strategis (padat karyaj
dan ramah Ingkungan;

Untuk mendukung implementasi Tahap I dan mendukung

Tahap-Tahap lainnya, langkah-langkah kcbijakan penanaman

maodal adalah schagair berikt :

(1) Menginvenlarisir berbagal kendala teknis / operasional dan
menemukan kerangka solutif dalam [asililasi persiapan dan
implementasi provek-proyek investasi;

(2] Menata ulang strategl pemasaran (marketing mix] peTATIHINATL
modal baik di dalam negeri maupun luar ncgeri;



(3) Mendesain city branding agar terbangun citra Kota Metro
sebagai Kota yang aman, nyaman dan menguntungkan untuk
tujuan penanaman modal potensial (the attractive place to
nvest);

(4) Mengidentifikasikan proyek-proyek penanaman modal yang
siap ditawarkan kepada calon investor, khususnya proyek
investasi yang ramah lingkungan dan (zero waste);

(5) Menggalang kerjasama dengan Pemerintah (BKPM), konsul
Jendral (Kedubes) dalam rangka promosi peluang penanaman
modal;

(6) Melakukan berbagai terobosan strategi terkait dengan arus
masuk penanaman modal baik PMDN maupun PMA [FDIL).

2) Fasc I (2018 - 2022) : Percepatan pembangunan infrastruktur,

dan Fasilitas Pendukung penanaman modal.

Untuk mendukung implementasi Tahap II dan mendukung tahap-

tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal

adalah sebagai berilut :

(1) Prioritas kegiatan penanaman modal difokuskan pada
peningkatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan
kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan;

(2) Melakukan revisi atas peraturan-peraturan vang berkaitan
dengan penanaman modal;

(3) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal
untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung
pengimplementasian kehijakan penggunaan energi
terbarukan;

(4) Pemetaan lokasi (zonasi) pengembangan sentra /klaster
industri sesuai dengan arahan RTRW,

3} Fasc II {2023 - 2025) ; Pengembangan industri pengolahan berdaya
saing dan Berbasis Pengetahuan (Knowledge-based Industry).

Untuk mendukung implementasi Tahan I, langkah-langlkah
kebijakan penanaman modal adalah sebagai berilut :

(1) Memperziapkan kebijjakan dalam rangka mendorong kegiatan
penanaman maodal yang inovatif, penelitian dan pengembangan
(research und development), produktif dan efisiensi dalam

penggunaan energi;
(2) Menjadi kota yang memiliki industri kreatif yang unggul;

[3) Membangun pada arca perbatasan dengan Kabupaten/Kota lain
kawasarn pendidikan berbasis teknologl (science technopark).
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Larmpiran I ; Fersturan Wslikoma Matra

2%

Nomor :

Tahun 201G
ranggal: 2% clegtimbor 2015

FASE t (2016-2017) : Penanaman Modal Yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan {quick yielding), Padat Karya dan Ramah Lingkungan

NO Arah Kebijakan Program Keglatan SKPD
= 4 Penanggung Jawab
1 Investasi yang Terencana dan Berwawasan Lingkungan | Parencanaan Investasi Berwawasan Lingkungan _H.EHE:E: Profil Investasi Dinas PMPTSP
sasialisasi dan diseminas! potensi dan kelayakan investasi Dinas PMPTSP
Penyusunan ICOR sektoral BAPPEDA,
| !
Perencanaan dan pelaksanaan investasi gothering secara | Dinas PMPTSP
Periodik .
2 | Fasilitasi kelengkapan sarana dan prasarana dalam | Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana | Desaln SPIPISE ~ | Dinas PMPTS?
mendukung pelayanan perlzinan prima PTSP _
5 | i?n:.m_n..n:m peningkatan kapasitas dan :niﬂnﬁm:“m. 1E_wm..= bangan rmﬁmu_.ﬂmm dan kompetensi 50M 3 3 _ =
SDM Secara berkelanjutan secara herkelanjutan
4 Pemasaran Fenanaman Modal Penylapan Data Bosé potensi dan kelayakan | Kajlan struktur perizinan dan non perizinan Dinas PMPTSP, Dinas
| investast  serta  sosialisasi/diseminasi  secara Perindagkop,
| perlodik BAPPEDA, Bagian
Perekonarmian
5 Penyempurnaan mekanisme operasional pelayanan | Penyusunan Mekanisme Operasional PTSP Secara | Koordinasl lintas SKPD dan Sinkronisasi  Paraturan Dinas PMPTSP
perizinan Investasi cfektif dan efisien Perundang-undangan D
] | an
. Pemantauan, pengawasan dan pembinaan keglatan Bagizn Hukum

perusahaan terkait LH




6 | Pemberdayaan UMKMK

Peningkatan kemampuan kewirausahaan UMKME

Pelatihan Manzjermen Usaha UMKME

Penfngkatan kapasitas penggunaan teknologl ramah

lingkungan

Pembuatan website e-marketing uniuk pengenalan produk-
produk UMKRMK

Dinas _m_m..m:nmm_m_un

Kantor LH

Dinas Perindagkop

7 | Penciptaan lklim Investasi vang kondusif

i
i
_
|

| Pengaturan Prioritas Investasi, regulasi dan
daregulasi

Pe :m:um_m_._ Kelembagaan PTSP

Biro _,......mmm_.._mmm_




FASE Il {2018-2022): Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Fasilitas Pendukung Penanaman Modal

NO Arah Kebijakan " Program i Kegiatan SKPD
Penanggung Jaweb
1 | Investasi yang Terencana dan Berwawasan Lingkungan | Perencanaan Investas Berwawasan Lingkungan " | perencanaan Alokasi ruang bagi area | Dinas PUfDinas Tata Kota
| Irisnis {
[ Sosialisasi dan disaminasi patensi dan 1
_ - kelayakan investas| _ L T
| Penentuan skala prioritas jenis usaha Dinas PMPTSP / Dinas LH
dengan zero waste
Perencanaan dan pelaksanaan Dinas FMPTSP [ Dinas
| investment gathering secara parlodik Perindagkop
2 | Fasilitasi kelengkapan sarana dan prasarana dalam | Pemenvhan kebutshan sarana dan prasarana PTSP Desain Website PTSP "~ Dinas PMPTSP
mendukung pelayanan pearizinan prima
m Sistem Informasi Manajemen (MIS) Dinas PMPTSP
3 | Mmendorong peningkatan kapasitas dan kampetensi Pengembangan kapasftas dan kom u_ﬂm_.__w SOM secara | Studi banding pada PTSP Maju Dinas PMPTSP

SDM Secara berkelanjutan

berkelanjutan

Felatihan Pelayanan Perizinan Berbesis IT

Pembentukan Forum PTSP Lampung

Peningkatan Kapasitas Tim Teknis

Dinas PMPTSP

Dinas PMIPTSP

Dinas PMPTSP




Pemasaran Penanaman Modal

vm.L?EﬁE:ﬁu: mekanisme operasional pelayanan

perizinan investasi

Penylapan Daoto _w__ulm.m ._m_uﬂm_.__m_ dan kelayakan investas serta
soslalisasl/dise minasi secara periodik

Panyusuna :.._..m&w_____m_ﬂa Investasi
Perencanaan dan pelaksanaan bauran

pemasaran lnvestasi

Cetak biru sisterm koordinasi lintas SKPD
dalam promasi

Penyiapan Daftar Megative investasi
{Wegative List)

Penyusunan Mekanisme Operasional PTSP Secara efcktif dan
efislen

Penyusunan cetak biru SOP {Pelaya nan
perizinan dan handling complain)

Penyusunan slstem monev evaluasi
kinerfa PT5P

Koordinasi lintas SKPD dan Sikronisasi
Peraturan Perundang-undangan

Permantauan, pengawasan dan
pembinaan kegiatan perusghaan terkait
LH

| Dinas

Dinas PRPTSP

BAPPEDA

PMPTSP / Dina
Perindagkop / BAPPEDA

Dlnas PMPTSP

Dinas PMPTSP

Bagian Hukum

Dinas PMPTSP / DinasLH

Pemberdayzan UMKRMEK

. Paningkatan .rma_m_.__ﬁ_._m: kewirausahaan UMEME

Pengaturan Prioritas _=r__mmﬂm.m.r|qnm=“mmﬁ dan deregulasi

%M..__.__ﬂw.....:m: Perda Pemberian Insertif
can Kemudahan Investasi

Hafian Peraturan terhalt bidang ekonomi
yang menghambat masuknya investas

Dinas PMPTEP f m..um_m_._...._:_..":|_._

Dinas PMPTSP f Bagian hukun




FASE 1] (2023-2027) : Pengembangan Industri pengolahan berdaya saing dan Barbasis Pengetahuan

Program

Kegiatan .

SKPD
Papanggung Jawah

Sasialisasi dan diserninasi vnﬂm:w_ dan
kelayakan investasi

Perencanaan dan pelaksanaan
investment gathering secara periodik

Dinas PMPTSP f BAPPEDA [
Perindaghop

" Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana PTSP

Pangembangan rn_._uum:n..m dan kompetensi S50M  secara

Penyedlaan kantor dan Lay out

Pemagangan Staf PTSP di daerah laln .

Penylapan Data Bose vr"w:m_ dan rm_u.._u_ﬁ__l Investasi serta
sosialisasifdiseminasi secara perlodik

Fenyusunan __..._nr.w:_m?.m Operasional PTSP Secara efelaif dan

MO Arah Kebijakan
1 | Investasi .___u_..m..d.mwm_._nnm:u dan Berwawasan Lingkurngan
2 | Fasilitasi kelengkapan sarana dan prasarana dalam
mendukung pelayanan gerizinan prima
|.w _..___.Em__...uﬂ_.n_..m peningkatan kapasitas dan rn_.:_..;.m*m..__m_
SDM Secara berkelanjutan berkelanjutan
a 1|1M=.__mmm1mm_ Penanaman Modal
. § | Penyempumaan mekanisme operasional pelayanan
perizinan investasi efisien

Penyu sunan City Branding

Rancang bangun kerjasama ekonomi
antar daerah [regional marketing)

P m___.__mu PU .

" Dinas PMFTSP

Dinas PMPTSP / BAPPEDA /.
Perindagkop

BAPPEDA




6 | Pemberdayaan UMKMK

Peningkatan kemampuan kewirausahaan UMKMEK

Pilat Projeck PTSP scbagal patok duga Dinas PMPTSP / BAPPEDA /

PTSP DI Lampung Perindagkop
Koordinasi lintas 5KPD dan Sikronisasi Dinas PMPTSP / Baglan Hukun
Peraturan Perundang-undangan _

Desain kerjasama pembangunan dan Dinas PMPTSP / Bagian Hukun
pengemhbangan Infrastruktur dengan / Dinas PU

swasta (PPP)

Pemantauan, perigawasan dan Dinas PMPTSP / Dinas LH

pembinaan keglatan perusahaan terkait

LH

7 .1m=nmm_5m=._r=3 Investas! yang konduslf

Pengaturan Prioritas _::mm_mmmr regulasl dan deregulasi
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